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ABSTRAK 

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengembang Individu Dalam Penggunaan 

Artificel Intellegence Pada Kejahatan Siber 

Oleh : 

Kesya Novita Angel 

 

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang semakin pesat 

tidak hanya membawa manfaat dalam berbagai bidang kehidupan, tetapi juga 

menghadirkan tantangan baru dalam ranah hukum pidana, khususnya ketika 

teknologi tersebut dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana siber. Dalam 

konteks ini, pengembang individu AI menempati posisi penting karena produk 

teknologi yang dihasilkan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum apabila 

disalahgunakan. Penelitian ini berupaya menjawab dua permasalahan utama, yakni: 

pertama, batasan yang menjadikan pengembang AI dapat dimintai 

pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan teknologi yang mereka 

kembangkan; dan kedua, urgensi pengaturan mengenai tanggung jawab 

pengembang AI dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 

ITE). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dasar pertanggungjawaban pidana bagi pengembang AI harus didasarkan 

pada adanya unsur kesalahan (schuld), kemampuan pengembang dalam 

mengendalikan teknologi yang diciptakannya, serta kemungkinan kelalaian dalam 

mengantisipasi risiko penyalahgunaan. Namun, UU ITE saat ini belum mengatur 

secara tegas mengenai kedudukan pengembang AI sehingga menimbulkan 

kekosongan hukum yang berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum. Oleh sebab 

itu, pengaturan eksplisit mengenai pertanggungjawaban pengembang AI dalam UU 

ITE menjadi suatu urgensi yang tidak dapat ditunda, guna menjamin perlindungan 

hukum, mencegah penyalahgunaan teknologi, serta menciptakan keseimbangan 

antara dorongan inovasi dan prinsip akuntabilitas pidana. 

 

Kata Kunci: Artificial Intelligence, Kejahatan Siber, Pengembang Individu, 

Pertanggungjawaban Pidana, UU ITE. 
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Abstract 

 

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengembang Individu Dalam Penggunaan 

Artificel Intellegence Pada Kejahatan Siber 

Oleh : 

Kesya Novita Angel 

 

 

The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) not only provides 

significant benefits across various sectors but also raises new challenges in the field 

of criminal law, particularly when the technology is exploited to perpetrate 

cybercrime. Within this context, individual AI developers hold a pivotal role, as the 

technological products they create may generate legal consequences if misused. 

This study seeks to address two main issues: first, the limits that determine when AI 

developers can be held criminally liable for the misuse of their creations; and 

second, the urgency of regulating the liability of AI developers under Indonesia’s 

Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE). This research applies 

a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative 

approaches. The findings indicate that the basis of criminal liability for AI 

developers should rest upon the presence of fault (schuld), the developers’ capacity 

to control the technology they design, and the possibility of negligence in 

anticipating misuse risks. Nevertheless, the current UU ITE does not provide 

explicit provisions on the position of AI developers, resulting in a legal vacuum that 

undermines legal certainty. Consequently, explicit regulation of AI developers’ 

liability within the UU ITE has become an urgent necessity to ensure legal 

protection, prevent the misuse of technology, and establish a balance between the 

pursuit of innovation and the principle of criminal accountability. 

 

Keywords: Artificial Intelligence, Criminal Liability. Individual Developer, 

Cybercrime, UU ITE. 
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